BAB IV

ANALISIS MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PENDAPAT MAHMUD
SYALTUT TENTANG ZAKAT INVESTASI PROPERTI

A. Relevansi Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut Tentang Zakat Tanah Sewaan
dengan Zakat Investasi Properti

Seiring berkembangnya zaman, kekayaan yang dimiliki oleh manusia
mengalami perkembangan yang terus menerus. Saat ini, banyak cara yang bisa
dilakukan oleh manusia dalam memperoleh keuntungan atau pendapatan, salah
satunya melalui investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal
dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan
cadangan, penyelenggaraan uang kas serta pengembangannya). Dengan
demikian, cadangan modal kurang diperbesar, sejauh tidak perlu ada modal

barang yang harus diganti.

Dewasa ini, masyarakat lebih banyak menginvestasikan kekayaan yang
dimiliki melingkupi pengadaan tanah maupun pendirian bangunan-bangunan di
atas tanah guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengadaan
kekayaan-kekayaan tersebut. Dalam Islam, terdapat pandangan tersendiri
terhadap rezeki, nikmat dan makanan yang pada hakikatnya semua berasal dari

Allah SWT. Manusia hanyalah sarana bagi Allah SWT untuk melimpahkan
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nikmat-Nya. Hal ini berarti bahwa Allah SWT juga memberi tanggung jawab
yang berat untuk menegakkan agama Islam dan membantu sesamanya. Semakin
bertambah kekayaan yang dimiliki, maka semakin berat pula tanggung jawabnya.
Kekayaan dianggap sebagai amanat dari Allah SWT dimana orang-orang yang
memiliki kekayaan, semata-mata hanya perwakilan-Nya. Untuk itu, umat
muslim yang memiliki kekayaan yang berlimpah dari Allah SWT harus

membersihkan kekayaannya melalui kewajiban zakat.

Zakat atas investasi properti sendiri secara tegas dan jelas belum ditemukan
hukumnya, baik dalam al-qur’an maupun al-sunnah. Karena permasalahan
mengenai zakat atas investasi properti tersebut merupakan permasalahan
kontemporer yang pada jaman dahulu belum ada. Sehingga, tidak ditemukan

nass al-qur’an maupun al-sunnah yang membahasnya.

Walupun hukum atas zakat investasi properti tersebut tidak ditemukan baik
dalam al-qur’an maupun al-sunnah, telah terdapat beberapa ulama kontemporer
yang membahas tentang hukum atas zakat investasi tersebut. Yusuf Qardhawi
dan Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang telah membahas
mengenai zakat atas investasi properti tersebut. Namun, terdapat perbedaan dari
pemikiran kedua ulama tersebut mengenai penetapan jumah zakat yang wajib
dikeluarkan atas investasi tersebut karena adanya perbedaan penggalian hukum

anatara kedua ulama tersebut.
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Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat investasi properti yakni zakat
yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas
materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami
pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya,
dengan menyewa materinya itu atau menjual produksinya.' Sedangkan Wahbah
al-Zuhaili menganalogikan zakat investasi properti kepada zakat perdagangan,
karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi
intinya berpijak pada kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari

keuntungan.

Selain kedua ulam tersebut, terdapat satu ulama yang juga pernah membahas
tentang zakat investasi properti yakni Abu Zahra. Abu Zahra berpendapat bahwa
investasi harta properti wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut dikarenakan
adanya pertumbuhan dan pertambahan pada harta kekayaan tersebut dan
kemungkinan besar memberikan keuntungan yang besar’ Abu Zahra
menggunakan dalil giyas atau analogi yaitu menganalogikan zakat hasil investasi

properti dengan hasil zakat hasil pertanian yang besarnya 5% (seperduapuluh)

" Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. Diterjemahkan oleh Salman Harun (Jakarta : PT Intermasa, 1993),
273.

> Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam Wa ad’illatuhu 3, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katani
(Jakarta : Gema Insani, 2007), 278.

> Ali Murtadlo, “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Abu Zahra Tentang Zakat Investasi
Properti Dalam Kitab Figh Zakat Yusuf Qardhawi”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2005), 5.
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atau 10% (sepersepuluh). Jadi zakat itu dititik beratkan pada hasilnya, bukan

pada bendanya.

Pendapat Abu Zahra sejalan dengan pendapat Mahmud Syaltut tentang zakat
tanah sewaan. Mahmud Syaltut yang berpendapat bahwa zakat tanah sewaan itu
dikenakan atas hasilnya, dimana segala sesuatu yang berasal dari bumi itu wajib
dikeluarkan zakatnya. Menurut Mahmud Syaltut memberikan pengertian bahwa
pada hakikatnya zakat itu dapat diambil dari semua jenis hasil bumi dan segala
usaha yang menghasilkan kekayaan. Sebenarnya, investasi properti dan tanah
yang disewakan merupakan objek harta kekayaan yang memiliki persamaan,
dimana dari harta kekayaan tersebut pemiliknya dapat menuai hasil maupun

keuntungan.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai dasar hukum Mahmud
Syaltut tentang zakat tanah sewaan. Jika meneliti ayat yang dijadikan dasar
Mahmud Syaltut dalam menggali hukum atas tanah sewaan tersebut, terdapat
‘illat yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas zakat investasi
properti. Berdasarkan pada dalil umum yang terdapat dalam al-qur’an yang
dijadikan rujukan Mahmud Syaltut dalam menentukan hukum atas zakat tanah
sewaan, yakni pada QS. al-Baqarah ayat 267. Dalam surat tersebut terdapat ‘///at

yang dapat dijadikan rujukan dalam menetukan hukum atas kewajiban dalam

menunaikan zakat investasi properti. Kalimat ::..£=U yang memiliki arti “apa



65

yang kamu usahakan” dan kalimat u.aJYT o (’i" Ls 31 .5 yang berarti “dan

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”  dapat
menimbulkan hukum bahwa investasi properti itu wajib dikeluarkan zakatnya.
Dari segi cara mendapatkannya, ‘i/lat tersebut dapat dikategorikan sebagai
al-‘illah al-mansusoh. Karena, ‘i//at tersebut langsung dikandung oleh nass. Dan
dari segi cakupannya, %//at tersebut termasuk dalam a/-’i/lah al-muta’addiyah
yang berarti bahwa ‘//at yang ditetapkan suatu nass dan bisa diterapkan pada

kasus hukum lainnya.

Dengan begitu, maka problematika kontemporer mengenai wajib tidaknya
menunakan zakat atas kekayaan investasi properti telah terjawab. Dalam ayat
tersebut diterangkan mengenai kewajiban untuk menunaikan zakat atas hasil
usaha dan hasil yang tumbuh dan berasal dari bumi. Makna kalimat-kalimat
dalam ayat tersebut berbanding lurus dengan kegiatan investasi properti yang
banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Usaha sewa-menyewa bangunan
seperti gedung perkantoran, jual-beli tanah kavling maupun jual-beli rumah atau
gedung merupakan kegiatan investasi yang saat ini ramai dilakukan oleh pemilik

kekayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Hukum atas zakat investasi properti dapat dianalogikan dari pendapat

Mahmud Syaltut tentang zakat tanah sewaan yang besarnya 5% (seperduapuluh)
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atau 10% (sepersepuluh) dan tidak berlaku haul.* Dalam melakukan kegiatan
investasi properti, pemilik kekayaan membutuhkan biaya untuk pembangunan
ataupun pemeliharaan. Selain itu, terdapat pula resiko yang dapat diderita oleh
pemilik. Jadi dalam menunaikan zakat investasi properti, pemilik kekayaan atas

investasi properti cukup mengeluarkan 5% (seperduapuluh) saja.

B. Analisis Maslahah al-Mursalah terhadap Pendapat Mahmud Syaltut tentang
Zakat Investasi Properti

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (syari’ah).
Dalam setiap aturan hukumnya, a/-syari’ mentransmisikan maslahat sehingga
lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan ataupun kerusakan,
hingga pada akhirnya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dapat
terealisasikan serta pengabdian kepada Allah SWT pun tetap murni terjaga.
Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-
tujuan hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.

Ulama-ulama yang telah menetapkan kewajiban atas zakat investasi properti
menggunakan metode maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah sendiri
merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ulama wusu/ figh dalam meng-
istinbat-kan hukum dari nass. Seluruh ulama tersebut menggunakan metode

ijtihad dengan menggali dalil-dalil dalam al-qur’an maupun al-sunnah untuk

* Mahmud Syaltut, a/-Fatawa (Beirut : Dar al-Qalam, 1966), 123.
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menemukan hukum atas zakat investasi properti tersebut. Meng-giyas-kan

hukumnya dengan %//at yang sama dengan permasalahan yang sedang dihadapi,

dan memelihara kemaslahatan serta menolak kemudharatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’.

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara’dan tidak pula
dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci, terbagi menjadi dua,
yalitu5 :

a. Maslahah al Gharibah, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada
dukungan dari syara’, baik secara rinci maupun secara umum.

b. Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’
atau nass yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nass (ayat atau
hadis).

Terhadap kehujjahan maslahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama
menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara’,
sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda
pendapat. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima maslahah al-mursalah
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama
fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, maslahah
al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nass, bukan dari nass

yang rinci seperti yang berlaku dalam gryas.

3 1bid., 119.
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Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah al-
mursalah sebagai dalil, disyaratkan mas/ahah tersebut berpengaruh pada hukum.
Artinya, ada ayat, hadis atau 7jma’ yang menunjukkan ‘7//at (motivasi hukum)
dalam penetapan suatu hukum. ‘///at sendiri bukanlah hukum, tetapi merupakan
penyebab adanya hukum. “//at itu mengandung hikmah yang layak menjadi
tujuan Syar7” dalam menetapkan suatu hukum. Adanya suatu ‘//at dapat menjadi
tanda atau menjadi indikasi keberadaan suatu hukum.

Sama halnya dengan Mahmud Syaltut, dalam mencari hukum yang belum
ditetapkan Mahmud Syaltut lebih sering menggunakan metode al-ra’yu dalam
berijtihad. Lebih spesifik lagi dapat dikemukakan, bahwa Mahmud Syaltut lebih
banyak menggunakan pendekatan mas/ahah. Mahmud Syaltut memiliki prinsip,
jika maslahah itu didapatkan disitulah syariat Allah SWT. Oleh karena itu,
dalam merespon masalah baru yang timbul di masyarakat akibat perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terlihat Mahmud Syaltut menjadikan
maslahah sebagai acuan dalam pemikiran hukumnya.

Menurut Mahmud Syaltut, perbedaan suatu maslahah dalam suatu produk
hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu dan dari sini
timbulnya suatu ijtihad. Pendapat tersebut dikuatkan pula dengan pernyataannya
yang lain yakni, bahwa ijtihad itu berubah mengikuti (sesuai) dengan maslahah

yang ada.
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Kemaslahatan hidup manusia pada masa kini yang tidak ada kesamaanya
dengan yang pernah ditegaskan oleh teks mnass atau sama sekali belum
diperhitungkan secara tegas oleh teks mass tentu saja tergolong maslahah al
mursalah. Kemaslahatan itu menolak kemudharatan dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan syara’. Tujuan-tujuan syara’ tersebut terdapat lima bentuk yakni
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Permasalahan kontemporer mengenai zakat investasi properti yang
hukumnya belum diatur dalam al-qur’an maupun al-sunnah berimbas pada
rendahnya kesadaran masyarakat pelaku usaha investasi properti untuk
mengeluarkan zakat investasi properti. Padahal jika zakat investasi properti itu
ditunaikan akan menimbulkan banyak manfaat, tidak hanya bagi pemilik
kekayaan namun juga pada orang-orang disekitarnya yang berhak menerima
zakatnya sehingga kemudharatan pun dapat dihilangkan. Disebutkan dalam kitab
Bada’i, adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut® :

a. Menunikan zakat termasuk kategori menolong kaum lemah dan membantu
orang yang sangat membutuhkan, menghargai kaum lemah, dan memberi
semangat kepada mereka untuk menunaikan apa yang diwajibkan Allah
SWT, seperti bertavhid, ibadah dan menjadi perantara menunaikan

kewajiban.

% Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islan. Diterjemahkan oleh Faisal Saleh dkk (Jakarta : Gema
Insani, 2006), 173-174.
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b. Zakat merupakan pembersih bagi jiwa orang yang dalam menunaikannya dari
kotoran dosa, demikian juga mensucikan perangai mereka, dengan berbudi
pekerti, dermawan serta meninggalkan bakhil atas harta benda.

c. Allah SWT telah memberi nikmat kepada orang—orang kaya dan
memuliakan mereka dengan bermacam-macam nikmat, harta benda yang
melebihi kebutuhan primer, memberikan keistimewaan kepada mereka
dengan harta benda hingga mereka bersenang-senang, menikmati kehidupan
sejahtera. Dan mensyukuri nikmat merupakan kewajiban baik rasional
maupun secara hukum agama (syari’at). Menunaikan zakat terhadap orang
fakir juga termasuk dari bagian syukur atas nikmat, oleh karena itu zakat
diwajibkan.

Terdapat banyak manfaat yang dapat diraih jika seseorang menunaikan zakat
atas usaha investasi propertinya, hal tersebut juga berujung dengan tidak adanya
kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dan orang-orang yang berhak
menerima zakat pun kebutuhannya dapat terpenuhi dengn adanya zakat yang
diberikan kepadanya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fighiyah yang berbunyi’ :

auliadl f83 e 234 CJL.AA\ s

Artinya :“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”

Dari analisis diatas, penulis mampu menyimpulkan bahwa pendapat Mahmud

Syaltut tentang zakat tanah sewaan itu juga berlaku pada zakat investasi

7 Muchlis Usman, Kaidah—kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushulivah dan Fighiyah)
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 109.
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properti. Dengan menetapkan kewajiban atas zakat tersebut, Mahmud Syaltut
telah menjawab poblematika kontemporer mengenai zakat investasi properti dan
menjaga kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman. Investasi properti
itu wajib dikeluarkan zakatnya karena dengan mengeluarkan zakat investasi
properti kemaslahatan dapat terwujud. tujuan-tujuan syara’ dapat terpenuhi dan

kemudharatan dapat dihindarkan.



